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ABSTRAK 

 

Era Refomasi di Indonesia menghadirkan ekosistem politik yang berdampak pada perkembangan 

Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU).  Perubahan itu meliputi adanya peran yang lebih besar dari 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam pengelolaan PTNU, pendirian program studi umum yang masif 

dan perubahan demografi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PTNU. Perkembangan PTNU 

penting untuk dikaji agar ada pemahaman yang lebih baik terhadap perkembangan pendidikan di 

kalangan NU, yang telah lama terkenal dengan model pendidikan agamanya baik dalam bentuk 

pesantren maupun madrasah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memetakan perubahan yang 

terjadi pada PTNU sejak era reformasi di Indonesia bergulir.  Studi ini menggunakan pengumpulan data 

yang meliputi dokumen, wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan fakta adanya usaha untuk 

melakukan pengelolaan PTNU secara terpusat dengan dibentuknya Lembaga Pendidikan Tinggi 

Nahdlatul Ulama (LPTNU) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, adanya penambahan jumlah prodi 

umum yang signifikan, dan perubahan demografi di kampus PTNU sehingga menjadi lebih heterogen 

dari segi latar belakang pandangan keagamaan.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa era 

reformasi menjadi era perubahan PTNU dari pengelolaan lembaga pendidikan yang berskala lokal ke 

yang berskala nasional, perubahan dari jenis perguruan tinggi keagamaan ke arah perguruan tinggi 

umum dan perubahan  warga kampus yang semula homogen menjadi heterogen. Perkembangan dan 

perubahan trend di PTNU tersebut menjadi bukti adanya proses apropriasi di PTNU, yang dengannya 

nilai-nilai luar diserap dan dimodifikasi sehingga PTNU dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan 

perkembangan zaman. 

 

 

PENDAHULUAN 

PTNU mengalami perkembangan yang signifikan pasca reformasi. Hal terasebut dapat dilihat pada tiga 

hal meliputi pengelolaan PTNU yang semakin sentral, pembukaan program studi umum yang masif dan 

perubahan demografi kampus menjadi lebih heterogin. Perkembangan  dan  trend baru PTNU terjadi 

karena adanya proses apropriasi, yaitu proses adopsi model-model pendidikan baru dengan modifikasi 

tertentu sehingga dapat sesuai dengan nilai-nilai dan kultur yang hidup di lingkungan PTNU. 

Perkembangan dan trend baru PTNU tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah era reformasi yang 

semakin bersahabat dengan Nahdlatul Ulama. NU yang lama mengalami masa sulit pada masa Orde 

Baru karena kurangnya kesempatan untuk bisa berkembang, seperti mendapatkan angin segar untuk 

membesarkan Jamiyah melalui berbagai program dan kegiatannya, termasuk di dalamnya adalah 

program di bidang pendidikan. 

Kajian tentang Nahdlatul Ulama sejauh ini lebih menekankan kedudukan dan peran NU secara 

politik sehingga mengabaikan dimensi kultural dan intelektual keberadaan NU (VSVSGG, 2018; VDD, 

2019). NU sesungguhnya merupakan gerakan kultural yang memiliki basis massa yang sangat 

signifikan (BSHBD, 2017). Posisi ini memungkinkan NU mempengaruhi transformasi secara meluas 

dalam masyarakat. Pada saat yang sama NU telah terlibat dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan 

sekolah Ma’arif (DGVGD, 2016). Posisi NU sebagai kekuatan pendidikan yang memberi warna 

terhadap pengembangan SDM di Indonesia kurang diperhatikan. Sejalan dengan itu pemahaman 

tentang bagaimana keterlibatan NU dalam dunia pendidikan dalam lintasan sejarah menjadi penting 

untuk dikaji. Kajian pendidikan NU telah banyak dilakukan dengan fokus utama pesantren dan 
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madrasah, sementara perkembangan perguruan tingggi NU yang cepat khususnya di era reformasi 

belum mendapatkan perhatian. 

Artikel ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian terdahulu yang cenderung 

mengkaji kelembagaan NU sebagai kekuatan politik. Tulisan ini menempatkan NU sebagai kekuatan 

intelektual yang memiliki peran transformasional dalam masyarakat. Sejalan dengan itu dalam tulisan 

ini hendak menjelaskan perkembangan pesat perguruan tinggi NU di era reformasi yang dilihat pada 

tiga dimensi, yakni; pengelolaan yang tersentralisasi, pembukaan program studi umum, dan perubahan 

demografi kampus yang heterogen. Dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bagaimana konteks 

sosial politik memungkinkan terjadinya suatu perkembangan kelembagaan organisasi Islam di 

Indonesia. 

Tulisan ini didasarkan pada suatu argumen bahwa era reformasi telah menjadi ekosistem yang 

subur untuk perkembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.  Kebijakan-kebijakan pemerintah era 

reformasi memudahkan warga NU untuk merealisasikan keinginannya untuk mengembangkan PTNU. 

Perkembangan keterlibatan NU dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan posisi 

tawar NU dalam bidang politik. Dengan demikian dalam era reformasi ini telah terjadi “wihdatul 

iradah” (kesatuan kehendak) antar pemerintah dan NU sebagai representasi kekuatan masyarakat sipil, 

yang pada akhirnya membuka jalan yang lebar untuk berkembangnya PTNU.   

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Keterlibatan NU dalam pendidikan 

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang menganut faham Ahlu Sunnah Wal Jama’ah yakni 

sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem rasionalis (mu’tazilah) dan kaum 

ekstrem literalis (salafi/wahabi) (Arif, 2018). Dalam bahasa NU, prinsip ini dikenal   dengan   istilah   

tawasuth (jalan tengah),   tawazun (keseimbangan  dan  keselarasan), i’tidal (teguh  dan  tidak  berat  

sebelah),  dan  iqtishad (bertindak  seperlunya  dan  sewajarnya,  tidak berlebihan) (Adli et al., 2020). 

Dalam perkembangannya, NU berkomitmen untuk membangun bangsa dalam berbagai bidang 

termasuk pendidikan. Keterlibatan NU dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai lembaga dan ruang 

yang digunakan dalam mendidik masyarakat. NU memaksimalkan perannya dalam pendidikan melalui 

jalur formal dan informal yakni pesantren, madrasah, perguruan tinggi, tarekat, masjid, mushalla, majlis 

ta’lim dan rumah-rumah anggotanya sebagai sarana pendidikan yang mana hal tersebut sekaligus 

menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mementingkan pendidikan dan 

pengajaran Islam untuk bangsa Indonesia ke depan (Fatihah, 2018). Selain itu, Felay menunjukkan 

keterlibatan konkrit Nahdlatul Ulama (NU) dalam pendidikan yang nampak dari didirikannya lembaga 

yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan yaitu lembaga ma’arif NU (Arif, 2018).  

Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang memiliki corak pemikiran yang khas 

(Dianita et al., 2019). Corak yang khas tersebut nampak pada proses belajar mengajarnya yang 

berasaskan pada Ahlussunnah wal Jama’ah dengan nilai-nilai yang sangat fleksibel dalam menghadapi 

segala situasi dan kondisi di dalam masyarakat (Rofiq & Ridwan, 2019). Untuk pelajaran agama, 

lembaga ini juga merekrut para kiai guna mengajarkan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah tersebut. 

Dalam hal ini, kiai memiliki kekuatan spiritual dan institusional di dalam dinamika NU. Lembaga 

pendidikan yang menaunginya juga telah berkomitmen untuk mengajarkan pelajaran khusus ke-NU-an 

atau sejarah NU, dan hagiografi para pendirinya. Meskipun pendidikan NU cenderung berbasis tradisi 

pondok pesantren dengan barisan kiai sebagai inti dan pusatnya, namun tidak dapat  dipungkiri bahwa 

NU juga memusatkan perhatian besar pada sekolah dan madrasah di bawah naungan Lembaga 

Pendidikan Maarif (Felliard dalam Hakam, 2017). Hal ini berarti terdapat juga madrasah dan sekolah 

yang bercorak modern—selain pondok pesantren—karena berusaha mengikuti model-model 

pendidikan, pedagogi, atau sistem pengajaran secara sungguh-sungguh (Felliard dalam Hakam, 2017). 

 

 

Nahdlatul Ulama dan Perkembangan Pendidikan Tinggi  

Tuntutan modernisasi organisasi dan dorongan pemerintah di era reformasi menjadi pemicu pendirian 

pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama seperti sekolah akademi, sekolah tinggi, dan universitas. 
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Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi platform pengembangan kebijakan dalam 

Nahdlatul Ulama. NU melakukan pengembangan masyarakat dan menjadikan pendidikan sebagai cara 

untuk meningkatkan intelektualitas. Lewat para kiai dan santri, NU telah mendirikan lembaga pesantren 

yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. 

Dalam perkembangannya, selaian berfokus pada pendidikan di pesantren dan madrasah, NU 

menunjukkan gagasan yang progresif dengan mendirikan perguruan tinggi di berbagai daerah dengan 

tetap mempertahankan basis tradisional yang menjadi ciri khas NU. Pendirian perguruan tinggi di 

kalangan NU memberikan pengaruh perubahan aspek sosio-kultural. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara filosofis, arah organisasi, dan perubahan perilaku para anggota NU yang lebih adaptif dan terbuka 

terhadap perubahan globalisasi yang mengharuskan modernisasi lembaga pendidikan. Selain itu, ciri 

khas sosio-kultural dalam pengembangan pendidikan tinggi di kalangan NU juga harus tetap 

dipertahankan. Di kalangan NU misalnya, pendirian pendidikan tinggi berkembang dan didirikan di 

tengah-tengah lembaga pendidikan Pesantren yang menjadi embrio pengembangan lembaga pendidikan 

NU.  

 

Apropriasi Pendidikan 

Apropriasi merupakan sebuah fundamental psikologis dengan proses dan intervensi pada sebuah ruang 

yang diekspresikan untuk mengubah dan mempersonalisasikannya ke dalam kelompok atau komunitas 

tertentu (Mifsud et al., 2015). Jika diintegrasikan dengan pendidikan, apropriasi pendidikan memiliki 

konsep sebagai proses dimana pengguna mengadopsi, mengadaptasi, dan menggabungkan sistem 

pendidikan tertentu dalam praktik, pekerjaan atau waktu luangnya. Ini sebagai sebuah adopsi dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai tertentu ke dalam pendidikan (Herodotou et al., 2012). Apropriasi sebagai 

sebuah media dalam mengadopsi sesuatu dapat menjadikan pendidikan sebagai media apropriasi itu 

sendiri. Pendidikan menjadi fungsi untuk melakukan apropriasi dengan memberikan keterampilan dan 

nilai-nilai tertentu kepada siswa untuk kemajuan sosial dan kemajuan pengetahuan. (Kim & Song, 

2021). Integrasi nilai-nilai budaya tertentu ke dalam pendidikan dapat menjadi aspek sentral dari proses 

sosialisasi nilai budaya melalui tanda-tanda dan alat-alat budaya serta masyarakat dari budaya tersebut 

terutama dengan memahami dan menghubungkan dengan wacana-wacana ilmiah (Würfel, 2014). 

Secara umum, apropriasi pendidikan menjadi sebuah proses integrasi nilai-nilai secara menyeluruh ke 

dalam pendidikan. 

Hadirnya apropriasi pendidikan dapat memunculkan beberapa dampak positif pada ruang 

akademik. Pertama, munculnya peluang untuk lahirnya pengetahuan baru (Al-Kurdi et al., 2018). 

Pengetahuan yang diapropriasi akan memiliki berbagai percampuran baik dihasilkan dari metode 

maupun struktur pembelajaran. Kedua, memunculkan motivasi untuk melakukan asimilasi 

pengetahuan. Pengajaran yang dilakukan melalui perspektif orang luar yang sesuai dengan pengajaran 

yang diinginkan lembaga pendidikan akan memotivasi pada hadirnya asimilasi pengetahuan (Vlieghe 

& Zamojski, 2020). Ketiga, akses ke pengetahuan (Leko & Brownell, 2011). Apropriasi sebagai sebuah 

kebutuhan dalam menghasilkan pengetahuan baru sehingga ini menjadi media dalam mengakses 

pengetahuan-pengetahuan baru (Indrajaya, 2017). Dampak yang dihasilkan dari apropriasi pendidikan 

tidak bisa dilepaskan dari ideologi dan nilai tertentu seperti kurikulum, pemilihan guru, pemilihan 

murid, dan struktur pendidikan yang dipilih (Bourlès et al., 2018). Semua dampak yang dirasakan juga 

dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosiologis, politik, moralistik, pandangan tentang makna dan 

tujuan pengajaran. Sehingga apropriasi dapat dirasakan dampaknya bagi partumbuhan dunia 

pendidikan. 

 

Bentuk dan Fungsi Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan institusi satuan pendidikan yang menggelar program pendidikan tinggi 

untuk peserta didik melalui aktivitas transfer pengetahuan dan ilmu pengetahuan (Chinta et al., 2016). 

Merujuk pada bentuk-bentuknya, perguruan tinggi terbagi ke dalam dua kategori yakni, berdasarkan 

sistem pendidikan dan jenis ilmunya seperti universitas, sekolah tinggi, dan politeknik, serta didasari 

atas bagaimana pengelolannya, misalnya Peguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN), dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) (Handayani, 2015; Arifin, 2017). Adapun dalam 

konteks tulisan ini, pendidikan tinggi yang dimaksud adalah pendidikan tinggi yang berada di bawah 
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payung Nahdlatul Ulama (NU) yang mana perguruan tinggi tersebut mengacu pada nilai-nilai 

keislaman. Hal ini senada dengan Hasan dkk (2015) yang mengatakan bahwa pelaksanaan belajar 

mengajar di perguruan tinggi islam berpegang pada Al-qur’an dan Hadits. Kurikulum yang dipakai juga 

tetap melibatkan nilai-nilai keislaman pada muatan kurikulum standar nasional yang digunakan 

(Nasrudin et al., 2019). Namun demikian, pengajaran yang dilakukan tetap melibatkan asas inovatif dan 

transformatif yang berada pada koridor semestinya dan tidak menjauhi ideologi-ideologi islam 

(Abdullah, 2017).  

Adapun tujuan pendidikan tinggi tidak mutlak satu, melainkan dapat berubah dan mengadopsi 

bentuk baru seiring perkembangan waktu (Ford, 2017). Namun demikian, fungsi umum yang paling 

sering disebut-sebut di dalam riset mengenai pendidikan tinggi adalah fungsi ekonominya (Ford, 2017; 

Kromydas, 2017; Sakhiyya & Rata, 2019). Pendidikan tinggi dengan gelar yang diperoleh pasca 

menempuhnya menjadi sesuatu yang tak lagi sepenuhnya dipandang sebagai institusi pendidikan, 

melainkan penentu karir yang berkaitan erat dengan pasar tenaga kerja dan perekonomian (Kromydas, 

2017). Selain itu, pendidikan tinggi sebagai agen transformasional juga berkontribusi dalam 

pembangunan keberlanjutan. Melalui akivitas belajar-mengajar yang mengedepankan terciptanya pola 

pikir kritis, pendidikan tinggi membantu dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), 

terutama dalam upaya-upaya seperti pengentasan kemiskinan, promosi kesehatan dan kesejahteraan 

hidup, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, pangan, perubahan iklim, 

hingga perdamaian dan keadilan (Žalėnienė & Pereira, 2021). Pentingnya kontribusi pendidikan tinggi 

dalam pembangunan ekonomi-sosial tersebut berpengaruh pada bagaimana sistem dan institusi-institusi 

pendidikan tinggi berjalan. Mereka akan mendapati beberapa tekanan atas tuntutan dari peran dan 

fungsinya yang dipandang cukup krusial tersebut (Rumbley et al., 2014). 

 

METODE 

 

Perkembangan Perguruan Tinggi NU di Era Reformasi dipilih sebagai objek material dari tulisan ini, 

karena dalam bidang pendidikan, NU lebih dikenal dengan pesantren tradisionalnya, madrasah-

madrasahnya dan perguruan tingginya dengan titik berat pada studi Islam. Era reformasi menghadirkan 

trend baru dari pendidikan NU dengan berdirinya PTNU dengan program studi umum, pengelolaan 

pendidikan tinggi yang lebih tersentral, dan semakin beragamnya latar belakang dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa di PTNU. Ketiga trend yang ada di perguruan tinggi ini belum 

mendapatkan perhatian peneliti. 

Tulisan ini didasarkan pada berbagi sumber dokumen, wawancara dan observasi. Dari dokumen 

yang ada dapat diperoleh data statistik tentang jumlah Perguruan Tinggi NU, dimana dan waktu 

berdirinya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui banyak hal mengenai perkembangan PTNU dari 

waktu ke waktu, disamping untuk menvalidasi data-data kuantitatif terkait perkembangan PTNU yang 

diperoleh dari dokumen.  Observasi dilakukan ke beberapa PTNU, sehingga dinamika dan atmosfir 

yang sekarang ada pada PTNU bisa lebih dilihat dan dirasakan secara langsung.   

Reponden penelitian ini meliputi Pimpinan Yayasan, Pimpinan APTINU Periode 2009-2015, 

Pimpinan LPTNU periode 2015-2021 dan beberapa Pimpinan PTNU yang masih aktif. Mereka dipilih 

secara purposive sampling karena dari mereka dapat diperoleh informasi mengenai arah perkembangan 

PTNU dari sebelum era reformasi sampai setelah era reformasi.    

Penelitan ini dimulai dari kajian atas data-data yang diperoleh melalui media online, utamanya 

dari Website yang memuat berita dan data tentang PTNU. Selanjutknya dilakukan obervasi ke beberapa 

PTNU antara lain UNWAHAS (Universitas Wahid Hasyim Semarang) dan UNU Purwokerto dan 

wawancara dengan berbagai responden yang reliabel.  

Data-data penelitian yang terkumpul dari berbagi sumber dianalisis secara kualitatif melalui 

tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data. Data-data yang diperoleh melalui wawancara 

ditafsirkan setelah dilakukan trianggulasi dengan data-data lain yang diperoleh dari berbagai sumber.   
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TEMUAN  

 

Sejak munculnya era refomasi telah terjadi perubahan arah pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul 

Ulama. Perubahan arah pengembangan PTNU ini dapat dijelaskan dalam tiga dimensi perkembangan 

berikut: pertama, sentralisasi pengelolaan PTNU; kedua,  pembukaan program studi umum; ketiga, 

keberadaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa PTNU yang lebih beragam.  

 

i. Sentralisasi Pengelolaan PTNU  

Era reformasi melahirkan tradisi baru dalam pengelolaan Perguruan Tinggi NU dimana PTNU mulai 

dikelola secara sentral oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru 

pendirian dan pengelolaan PTNU dilakukan oleh Yayasan-yayasan lokal yang para 

pemiliknya/pengurusnya secara kultural berafiliasi ke NU.  Di Jawa Tengah misalnya, dapat ditemukan 

beberapa yayasan yang berhasil mendirikan Perguruan Tinggi. YAPTINUS (Yayasan Pergruan Tinggi 

Nahdlatul Ulama Surakarta) mendirikan UNU Surakarta. YAPTINU (Yayasan Perguruan Tinggi 

Nahdlatul Ulama) Jepara mendirikan INISNU, yang pada tahun 2013 berubah menjadi UNISNU Jepara. 

Contoh yang lain adalah Yayasan Wahid Hasyim Semarang, yang mendirikan Universitas Wahid 

Hasyim Semarang. Yayasan-yasyasan ini berjalan sendiri-sendiri di tingkat lokal.  

Memasuki era reformasi muncul inisiatif untuk membentuk wadah yang bisa menyatukan pengelolaan 

PTNU seluruh Indonesia. Wadah tersebut terbentuk pada tahun 2009 dengan nama APTINU  (Asosiasi 

Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama) yang  secara struktural berada di bawah Lembaga Pendidikan 

Maarif NU yang waktu itu sebenarnya lebih fokus melakukan pembinaan lembaga pendidikan NU 

tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pada awal terbentuknya APTINU terdapat 81 PTNU seluruh 

Indonesia yang bergabung dengan sebaran sebagaimana ada dalam Tabel 1.  

 

Table 1 

SEBARAN PERGURUAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA 

No. PROVINSI JUMLAH 

1. Bali  2 

2. DKI Jakarta 7 

3.  Jawa Barat 13 

4. Jawa Tengah 13 

5. Jawa Timur 35 

6. Kalimantan Selatan 1 

7.  Kalimantan Tengah  1 

8. Kalimantan Timur 1 

9. Lampung  1 

10. NTB 1 

11. NTT 1 

12. Sulawesi Selatan  3 

13. Sulawesi Utara 1 

14. Sumatera Utara 1 

 Jumlah 81 

 

Sumber Data: Profil dan Direktori NU, 2009. 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebaran PTNU belum merata di seluruh wilayah Indonesia. PTNU 

masih terkonstrasi di Jawa (khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini PTNU 

mencapai 51 (62 %). Demikian pula baru 14 provinsi yang memiliki PTNU. Kondisi tersebut sejalan 

dengan eksistensi organisasi NU, dimana massa NU mayoritas berada di Pulau Jawa. Dalam rangka 

peningkatan jumlah dan kualitas PTNU, pemikiran untuk memiliki wadah pembinaan yang lebih kuat 

muncul pada Rakornas APTINU tahun 2009. Ketua APTINU Noor Ahmad di sela-sela Penutupan 

Rakornas  APTINU yang berlangsung pada tanggal 15 sd. 17 oktober 2009 di Hotel Treva Jakarta 

mengatakan, “Kita harapkan ke depan APTINU menjadi lembaga sendiri”. Harapan terwujud pada 

tahun 2015 ketika Muktamar NU ke 33 di Jombang Jawa Timur. 
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Paska Muktamar tahun 2015 di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk lembaga yang 

secara khusus mengelola Pendidikan Tinggi yang bernama Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul 

Ulama (LPTNU). Lembaga baru ini dipimpin oleh Mochammad Nasir, yang  pada saat itu sedang 

menjabat Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dengan adanya LPTNU pengelolaan 

PTNU di seluruh Indonesia lebih terpusat, meskipun karena alasan historis dan teknis keberadaan 

Yayasan-yayasan masih tetap dipertahankan. Selain mengkordinasikan pembinaan PTNU yang telah 

ada sebelumnya, Pimpinan Pusat LPTNU mulai mendirikan Perguruan Tinggi Baru. Data sebaran 

pengelolaan PTNU setelah berdirinya LPTNU sebagaimana dalam tabel 2 berikut:  

 

Tabel 2 

BADAN HUKUM PENYELENGGARA PTNU 

NO BENTUK BADAN HUKUM Jumlah % 

1. NU 22 8,08 

2. Yayasan 252 92,02 

  272 100 

Sumber: Dokumentasi Pimpinan Pusat LPTNU Tahun 2021 

 

Tabel di atas menunjukkan sudah adanya PTNU yang didirikan dan dikelola secara langsung oleh 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPTNU) sebanyak 22 PTNU (8,08 %).  252 (92,02) lainnya masih 

dikelola oleh Yayasan lokal dengan pembinaan dari Pimpinan Pusat LPTNU. (Wawancara dengan 

Muhammad Afifi, Sekretaris PP LPTNU, tanggal 3 Juni 2021).  

 

ii. Pembukaan Program Studi Umum  

Keinginan untuk membuka program studi non studi Islam sebenarnya telah ada pada tahun 1980an, 

akan tetapi keinginan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu sebelum era reformasi 

hanya beberapa PTNU saja yang memiliki program studi umum, seperti Akademi Keperawatan 

(AKBID) yang didirikan oleh YARSIS (Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya) pada tahun 1979. 

Yayasan NU di tempat lain lebih memilih mendirikan PTNU untuk studi Islam dengan berbagai 

program studinya. Alasannya karena kemudahan mendapatkan dosen dengan kompetensi ilmu agama 

Islam dibanding mereka yang memiliki kompetensi ilmu umum.  

Era reformasi menghadirkan situasi yang kondusif untuk perkembangan Perguruan Tinggi NU. 

Keberadaan dua kader NU, Moh. Nuh dan Muhammad Nasir  di Kementerian Pendidikan, membuat 

keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi dengan program studi umum dapat dengan lebih mudah 

diwujudkan. Pada masa Moh. Nuh, DEA menjadi Menteri Pendidikan Nasional (2009-2014), banyak 

Perguruan Tinggi dapat didirikan, misalnya Akademi Komunitas Balekambang Jepara Jawa Tengah 

(2013) UNUSA Surabaya (2013), UNU Nusa Tenggara Barat (2014), UNU Kaltim (2014), UNU 

Sumatera Utara (2014), dan UNUGHA Cilacap (2014), dan UNUSIA Jakarta.  Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Mudzakir:  

 

“Bahwa era reformasi ini merupakan berkah bagi kalangan Nadhiyin, karena banyak perguruan 

tinggi yang muncul setelah reformasi.” (Wawancara dengan Akhmad Mudzakir, Ketua Pimpinan 

Wilayah LPTNU Jawa Tengah, 10 Juni 2021)   

 

Pada masa menteri Muhammad Nasir (2014-2019) Perguruan Tinggi NU baru dengan program studi 

umum terus bertambah, bersamaan pula terus muncul pembukaan program studi baru pada Perguruan 

Tingggi NU yang sudah ada.  Misalnya, pada 29 Maret 2016 Univesitas Wahid Hasyim Semarang, 

mendapatkan ijin pembukaan Program Studi Kedokteran dari Kemenristek Dikti. Beberapa PTNU baru 

muncul atas prakarsa PBNU secara langsung, misalnya UNUSIA Jakarta (2015) UNU Purwokerto 

(2016), dan Institut Teknologi dan Sains NU Pekalongan (2018).   
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Hasil dari perkembangan Perguruan Tinggi NU dapat dilihat pada Table 3 berikut: 

 

Tabel 3 

JENIS DAN JUMLAH PERGURUAN TINGGI NU TAHUN 2021 

No. JENIS PTNU JUMLAH % 

1. UNIVERSITAS 47 17,15 

2. INSTITUT 33 12,04 

3. SEKOLAH TINGGI 178 64,96 

4. AKADEMI 15 5,47 

5. POLITEKNIK 1 0,36 

 JUMLAH 274 100 

Sumber: Dokumentasi Pimpinan Pusat LPTNU Tahun 2021 

 

Dalam tabel di atas dapat dilihat PTNU dalam bentuk Universitas (17,15 %), Institut (12,04 %), Sekolah 

Tinggi (64%), Akademi (10 %) dan Politeknik (7,5%). Sesuai dengan program studi yang 

diselenggarakan, 83 (30,29 %) PTNU berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, sedangkan 191 (69,70 %) lainnya di bawah pembinaan Kementerian Agama  

 

iii. Keberadaan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di PTNU dengan latar belakang 

yang lebih beragam  

Konsekuensi dari pembukaan program studi non studi Islam adalah masuknya dosen dan tenaga 

kependidikan yang memiliki latar belakang pandangan keagamaan Islam yang lebih beragam. Hal ini 

karena di internal NU sendiri belum mampu menyediakan sepenuhnya dosen yang memiliki latar 

belakang pendidikan yang linear dengan semua progran studi yang dibuka. Diketahui bahwa sejak 

pendiriannya NU lebih banyak mengembangkan pendidikan keagamaan Islam melalui jalur formal 

(madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) dan jalur informal melalui Pondok Pesantren. Oleh 

karena itu dalam rangka pendirian Perguruan Tinggi dengan program studi non studi Islam NU harus 

menjadi terbuka dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan. Menurut Muhyiddin Dawud, Wakil 

Rektor UNU Purwokerto,  

“Di UNU Purwokerto terdapat 5 % dosen dengan latar belakang ormas non NU.” 

(Wawancara dengan Muhyiddin Dawud, 5 Juni 2021).    

Fenomena lain yang menarik dari perkembangan Perguruan Tinggi NU adalah PTNU  menjadi sarana 

untuk mengumpulkan kembali para “diaspora Nahdliyin”, yaitu warga NU yang berkarir di luar 

lembaga NU, baik pemerintah maupun swasta. Setelah berdiri PTNU mereka terpanggil untuk ikut 

membesarkan “rumah sendiri”.  Tidak bisa disebutkan berapa banyak jumlah mereka, tetapi menjadi 

fenomena umum dari PTNU dengan program studi umum. Jumlah mereka di PTNU baru bervariasi 

tergantung pada ketersediaan “diapora Nahdliyin” di daerah setempat dan kebutuhan program studi 

yang dibuka. Haryadi, Rektor ITS NU Pekalongan menuturkan: 

 

“Saya ini dosen di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Rektor UNU Purwokerto 

saat ini (ed.2021), Rochadi Abdulhadi, sebelumnya pajabat di LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia). Rektor sebelumnya, Achmad Shodiq, jadi salah satu Wakil 

Rektor di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.” (Wawancara dengan Haryadi, 11 

Juni 2021)   

 

Pembukaan program-program studi non studi islam juga menarik minat masyarakat dari latar belakang 

yang beragam untuk mendaftar di Perguruan Tinggi NU. Sebagai contoh, di Universitas Wahid Hasyim 

Semarang, terdapat mahasiswa dari berbagai daerah di dalam negeri dan beberapa mahasiswa dari luar 

negeri (Thailand dan Afghanistan).  Mudzakir menjelaskan: 

 

“Mereka tidak hanya yang berlatarbelakang keluarga Nahdliyin tetapi juga dari berbagai ormas 

Islam lain, bahkan ada juga mahasiswa dari latar belakang etnis Cina dan non Muslim.” 

(Wawancara dengan Akhmad Mudzakir, Ketua LPNU Jawa Tengah, juga Rektor Universitas 

Wahid Hasyim Semarang, 10 Juni 2021) 
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Dengan kondisi tersebut PTNU tidak hanya menjadi Perguruan Tinggi para Nahdliyin tetapi juga 

menjadi pilihan semua kalangan masyarakat dengan aneka macam latar belakang bangsa, suku, agama 

atau keyakinan keagamaan. Kondisi yang demikian tidak pernah dijumpai ketika PTNU masih terfokus 

pada kajian ilmu-ilmu agama Islam.  

 

PEMBAHASAN  

 

Era reformasi menghadirkan ekosistem yang baik bagi pertumbuhan Perguruan Tinggi NU. Studi ini 

memperlihatkan bahwa PTNU mengalami perkembangan yang positif pasca reformasi dengan 

sentralisasi pengelolaan Perguruan Tinggi NU dengan adanya peran yang semakin besar dari PBNU 

dan keberadaan LPTNU.  Bersamaan dengan itu, ada trend yang semakin kuat untuk pendirian program 

studi non studi Islam yang diyakini prospektif bagi alumni untuk masuk ke pasar kerja. Pembukaan 

prodi-prodi umum tersebut telah menjadikan kampus Perguruan Tinggi NU sebagai lingkungan sosial 

yang heterogen yang memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif antara Nahdliyin dengan mereka 

yang memiliki latar belakang yang beragam, baik dalam kapasitasnya sebagai dosen, tenaga 

kependidikan maupun mahasiswa. Semua itu bisa terjadi karena ada PTNU melakukan proses 

apropriasi nilai-nilai baru tanpa harus mengorbankan nilai-nilai fundamental yang hidup di kalangan 

Nahdliyin.  

Perkembangan Perguruan Tinggi NU seperti tersebut di atas tidak lepas dari berbagai faktor 

baik internal maupun eksternal. Secara internal, warga NU sudah tidak lagi memiliki hambatan 

ideologis untuk belajar ilmu umum. Bahkan sebaliknya yang berkembang adalah “teologi 

pembangunan” “yang memuat memuat orientasi dan motivasi yang serupa, yakni 

bertolak dari keyakinan keagamaan yang abadi, kepada usaha praksis penyelesaian 

problem yang sedang dihadapi masyarakat.” (Mahbib Khoiron, 2021), Secara internal juga, mulai 

banyaknya warga NU yang memiliki keahlian di luar ilmu keislaman. Sehingga ketergantungan 

terhadap SDM luar NU tidak terlalu besar. Secara ekternal, NU sebagai sebuah organisasi 

kemasyarakatan semakin diakui perannya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ini tentu 

merupakan dampak positif dari era reformasi yang memuluskan jalan Nahdliyin untuk masuk dalam 

struktur pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi lebih ramah dan bersahabat 

(friendly) pada NU. Salah satunya adalah pemberian konsesi lahan kepada NU yang disampaikan pada 

Muktamar NU yang ke 34 di Lampung. Kata Jokowi "Saya sudah siapkan. Enggak mungkin saya 

memberikan ke NU itu yang kecil-kecil, saya pastikan yang gede. Insya Allah yang gede." (CNBC 

Indonesia, 31 Januari 2022)     

Perkembangan program studi di Perguruan Tinggi NU bisa menjadi faktor yang positif agar 

peran NU dalam pembangunan masyarakat lebih luas, lebih dari peran di bidang agama. Di era 

reformasi NU mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di bidang pemerintahan dan BUMN dengan  

banyaknya menteri dan pejabat BUMN yang memiliki latarbelakang NU. Di sektor swasta tuntutan 

peran kader-kader NU juga semakin besar sejalan dengan kepercayaan masyarakat terhadap NU yang 

selalu menekankan moderasi khususnya dalam bidang keagamaan. Kebutuhan akan sumberdaya NU 

yang semakin besar akan bisa dipenuhi manakala PTNU secara terus menerus melakukan perbaikan 

dan memperhartikan prinsip kesesuaian dengan tuntutan zaman. Di samping itu, perkembangan PTNU 

di era reformasi menandakan adanya hubungan yang baik antara NU sebagai kekuatan masyarakat sipil 

dengan pemerintah. Kalau hubungan baik ini terus bisa dipertahankan maka PTNU akan memiliki 

potensi untuk terus berkembang dan bisa menjadi setara dengan Perguruan Tinggi Negeri atau swasta 

yang telah lebih dahulu menikmati bantuan dari pemerntah.  

Hasil dari penelitian memperkuat temuan terdahulu tentang pendidikan Nahdlatul Ulama. Salah 

satunya adalah penelitian Ani Jayanti yang melakukan penelitian tentang Kontribusi Nahdlatul Ulama 

(NU) dalam perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah 

temuannya adalah bahwa lembaga pendidikan NU pada umumnya tidak menggunakan nama NU akan 

tetapi menggunakan nama yayasan penyelenggara lokal yang didirikan oleh warga NU. (Ani Jayanti., 

2016). Oleh karena itu tepat sekali kemudian ketika salah satu upaya pengembangan PTNU adalah 

melalui sentraliasi pengelolaan PTNU melalui Lembaga Pendidikan Tinggi NU.   

Penelitian ini menunjukkan adanya fenomena yang positif terkait dengan adanya pertumbuhan 

jumlah PTNU di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya 
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kebijakan pemerintah yang semakin kondusif dan adanya kemauan internal Nahdliyin untuk secara 

terus menerus meningkatkan layanannya kepada umat dan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Pertambahan jumlah PTNU yang cepat  di era 

reformasi ini hendaknya diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan NU yang didukung oleh jumlah 

dosen yang kompeten dan memadahi, sarana dan prasarana yang lengkap dan tata kelola PTNU yang 

lebih akuntabel. PTNU juga perlu menjaga dirinya agar mampu menjadi Perguruan Tinggi yang dimiliki 

oleh semua kalangan. Untuk itu PTNU perlu menjaga dirinya agar tetap menjadi lembaga pendidikan 

tinggi yang terbuka terhadap keragaman suku, agama dan kepercayaan. Yang paling utama lagi adalah 

PTNU seharusnya secara terus menerus melakukan apropriasi agar bisa setara atau bahkan lebih maju 

dari Perguruan Tinggi lain yang telah berdiri sebelumnya.    

 

 

KESIMPULAN 

 

Perkembangan perguruan tinggi NU di Indonesia tidak terlepas dari tumbuhnya kembali gairah ber-NU 

di usianya yang hampir satu abad. Suasana batin itu merupakan salah satu buah “kemerdekaan” yang 

selama Orde Baru dirasakan hilang oleh warga NU. Pada masa itu sekolah-sekolah dan madrasah NU 

pun tidak berani menggunakan nama NU. Kemudian banyak yayasan dengan nama yang bermacam-

macam berdiri, sebagai “sekoci” untuk menyelamatkan lembaga pendidikan NU yang bisa musnah 

karena kebijkan Orde Baru. Di era reformasi tumbuh keberanian untuk menunjukkan identitas keNUan, 

maka yayasan-yayasan yang semula dijadikan alat untuk mengamankan lembaga pendidikan secara 

bertahap dinonaktifkan. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) didirikan untuk 

menjadi wadah bernaungnya seluruh PTNU. Nahdliyin berharap dari Perguruan Tinggi NU akan lahir 

para alumni yang siap jadi lokomotif kemajuan umat dan bangsa. 

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, sosial dan pendidikan NU sangat 

menarik perhatian dari para peneliti baik dalam maupun luar negeri. Akan tetapi penelitian-penelitian 

kebanyakan difokuskan pada dimensi politik dari NU. Sayangnya kemudian perhatian terhadap dimensi 

ini juga lebih fokus pada capaian kekuasaan oleh para kader NU baik di legislatif maupun eksekutif. 

Padahal secara ideal tercapainya kekuasaan itu bukan tujuan akhir dari perjuangan politik NU. Untuk 

itu penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai dampak dari era reformasi terhadap perkembangan 

pendidikan tinggi NU, yang merupakan salah satu domain penting dari gerakan Nahdlatul Ulama. 

Diyakini bahwa kekuatan NU di masa depan akan tergantung pada kemampuannya untuk melakukan 

pembaharuan Pendidikan Tinggi NU sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.  

Penelitian ini baru melihat perkembangan Perguruan Tinggi NU secara kuantitatif, untuk 

melihat trend perkembangan PTNU. Aspek kualitas dari PTNU belum dilihat baik dari akreditasi 

kelembagaan Perguruan Tinggi maupun program studi, pengelolaan bidang akademik, produksi ilmu 

dari Perguruan Tinggi NU dan prestasi mahasiswanya. Dalam jangka panjang penelitian terkait dengan 

peran alumni PTNU di masyarakat juga perlu dilakukan, untuk melihat sebesar apa buah dari investasi 

NU dalam bidang pendidikan tinggi yang sekarang sedang dilakukan.      
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